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BUPATI DELI SERDANG e
" PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEL] SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

o. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52340;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

dan
BUPATI DEL SERDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasaj 1

Dalam Peraturan inj yang dimaksud dengan :

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah
daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah menuryt asas otonomi dan tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi Sefuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahyn 1945;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

d.

Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Delj Serdang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Delj Serdang;

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Delj Serdang;

Unit Pelaksanan Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis Penunjang tertentu.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain
adalah Perda Kabupaten:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden yang peiaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah  untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

BAB i
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2 fas

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta
pelayanan administratif:

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A

Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh perangkat daerah:

Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pendidikan

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
3. Dinas P j
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10.

11,

12.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Mineral, Kebersihan dan
Persampahan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan
pPemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang
Perhubungan: .

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan
pPemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Saty Pintu Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pinty; '

Dinas  Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A

Perpustakaan dan Arsip;
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan;

. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan;

- Dinas  Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan

bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

€. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari -

1

2.

3.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; st

Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pajak Dan Retribusi; '

Sekretariat KORPRI.




Pasal 3

1) Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 2, Kecamatan ditetapkan
sebagai perangkat daerah.
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darj -
2. Kecamatan STM Huly dengan Tipe A
b. Kecamatan sSTM Hilir dengan Tipe A
C. Kecamatan Pantaj Labu dengan Tipe A
d. Kecamatan Beringin dengan Tipe A
€. Kecamatan Bangun Purba dengan Tipe A . =
f. Kecamatan Pagar Merbau dengan Tipe A
g. Kecamatan Galang dengan Tipe A
h.  Kecamatan Lubyk Pakam dengan Tipe A
I.  Kecamatan Tanjung Morawa dengan Tipe A
J.  Kecamatan Batang Kuis dengan Tipe A
k. Kecamatan Hamparan Perak dengan Tipe A
l.  Kecamatan Sunggal dengan Tipe A
m. Kecamatan Labuhan Deli dengan Tipe A
n. Kecamatan Percyt Sei Tuan dengan Tipe A
0. Kecamatan Sibolangit dengan Tipe A
P. Kecamatan Pancur Batu dengan Tipe A
9. Kecamatan Deli Tua dengan Tipe A
r.  Kecamatan Namorambe dengan Tipe A
8. Kecamatan Patumbak dengan Tipe A
t.  Kecamatan Biry biry dengan Tipe A
u. Kecamatan Kutalimbary dengan Tipe A
V. Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus
memperhatikan asas sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. Intensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;

c. Efisiensi;

d. Efektivitas;

€. Pembagian Habis Tugas;

f. Rentang Kendali:

9. Tata Kerja yang Jelas; dan

h. Fleksibilitas,

BAB il
PEMBENTUKAN UPT

(1) Pada Dinas Daerah dan
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atay kegiatan




berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten,
(2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
satuan pendidikan formal dan non formal.

(1) Selain unit Pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

(2) Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom

(3) Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan akan
dilakukan penataan serta penyesuaian menjadi UPT Dinas Kesehatan setelah
ditetapkannya Perpres mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit

Pasal 9

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, dengan nomenkiatur dan uraian
tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB VvV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11
(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

(2) Khusus untuk Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan
sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
(3) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon If a atau jabatan pimpinan
tinggi pratama:

b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas
Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon Il.b
atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

C. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah,
Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan Eselon
lll.a atau jabatan Administrator: i

d. Kepala Bidang pada dinas dan badan serta sekretaris pada Sekretariat KORPR] dan




Perundang-Undangan;
h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat

oleh dokter atau dokter gigl yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atay
dokter gigi yang diberikan tugas tambahan;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Sampai dengan peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

BAB viI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

berdasarkan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan kompetensi jabatan.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini dilaksanakan muiai tahun 2017,




BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Delj Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Delj Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlakuy.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib
mendasarkan dan menyesuaikan Pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
‘Padatanggal 28 -4y - 2016

BUPATI DELI SERDANG
dto
ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal 0b - {3 2016

SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. ASRIN NAIM

Berita Daerah Kabupaten Delj Serdang Tahun 2016 Nomor 03




